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Salah satu upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak adalah memberikan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi di sekolah. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi pada hakekatnya merupakan perwujudan hak anak atas informasi yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan undang- undang lain yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor penghambat penyelenggaraan pendidikan seksual dan reproduksi. Pelaksanaan pendidikan terlaksana atas kerjasama dengan Pusat Informasi & Layanan Remaja (PILAR) dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Jawa Tengah, tetapi belum terlaksana secara berkelanjutan karena faktor kesiapan sekolah dan para guru dalam membuat substansi materi dan cara penyampaian kepada para siswa, dan terbatasnya waktu dan hari yang dialokasikan untuk hal tersebut.





Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan di Indonesia sepanjang tahun 2018 meningkat. Kekerasan tersebut sebagian besar terjadi di ranah privat/personal dengan pelakunya sebagian besar adalah orang-orang terdekat yaitu  pacar,  ayah  kandung  dan  paman.1   Mengingat  tingginya  angka  kekerasan  seksual terhadap perempuan dan khususnya anak maka perlu segera dilakukan upaya-upaya pencegahan. Upaya pencegahan ini diharapkan  nantinya dapat menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual adalah memperkenalkan kepada anak-anak mengenai sex education atau pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi melalui sekolah.
Pemberian   pendidikan   kesehatan   seksual   dan   reproduksi   kepada   anak   pada hakekatnya merupakan kewajiban pemerintah dan orangtua untuk memenuhi hak-hak anak atas informasi. Hak anak atas informasi telah dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia
melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana


1 Komnas Perempuan,  2018, Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan
Tahun 2018 : Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme, Jakarta, 7 Maret 2018, h.
4.

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khusunya pada Pasal 10 yang menentukan bahwa: “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima dan mencari informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.
Dari pasal tersebut jelas bahwa, setiap anak berhak mendapatkan informasi demi pengembangan   dirinya   termasuk   informasi   tentang  kesehatan   seksual   dan   kesehatan reproduksi mereka. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya usia seorang anak maka rasa keingintahuan untuk mengetahui hal-hal baru baik pengetahuan maupun informasi apapun juga akan semakin meningkat, sehingga anak harus mendapatkan informasi yang positif dan berasal dari sumber yang benar yang berasal dari orang-orang yang dipercaya dan berkompeten, seperti guru, konselor, dan orangtua. Jika seorang anak mendapatkan informasi yang berasal dari sumber yang tidak resmi dan orang lain yang tidak memiliki kompetensi maka informasi yang akan didapatkan akan berdampak negative yang memunculkan berbagai kasus   seperti   trauma,   kekerasan   seksual,   pelecehan   seksual,   kehamilan   yang   tidak dikehendaki yang dapat memicu praktek aborsi dan meningkatnya pernikahan anak.2
Hak Anak untuk  mendapatkan informasi dan  pelayanan  terkait dengan kesehatan

seksual dan reproduksi telah dijamin melalui berbagai konvensi Internasional dan peraturan perundang-undangan nasional, seperti: Deklarasi Umum HAM,3 dokumen CEDAW (Convention on Elimination Discrimination Against Women),4  dan Konvensi Hak Anak5, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor
52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35







2 Lauren Rumble, Ryan Fajar Febrianto, Melania Niken Larasati, Carolyn Hamilton, Ben Mathews , and Michael P. Dunne, 2018, Childhood Sexual Violence In Indonesia:A Systematic Review, Trauma, Violence, & Abuse, XX(X), h.1-16.
3  Pasal 25 (1) yang menyatakan setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteran dirinya dan keluarganya, termasuk perawatan kesehatan.
4 Pasal 10 huruf h yang menyatakan negara peserta wajib menjamin hak-hak di bidang pendidikan, yang salah satunya  mengenai akses  informasi dalam pendidikan khusus  yang  menjamin kesehatan dan  kesejahteraan keluarga, termasuk informasi dan penyuluhan keluarga berencana dan Pasal 12 (1) yang menyatakan negara peserta wajib mengahapus segala diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang layanan kesehatan, akses terhadap pelayanan perawatan kesehatan,termasuk yang berhubungan dengan keluarga berencana.
5  Pasal 24 (1) menyatakan diakuinya hak anak atas standar kesehatan yang paling tinggi dan dapat diperoleh
melalui berbagai fasilitas untuk pengobatan dan rehabilitasi kesehatan. Negara menjamin hak anak untuk mendapat akses pelayanan perawatan kesehatan itu tidak dapat dirampas.





Perlunya  pemenuhan  hak  ini  didasarkan  pada  alasan  agar  anak  mendapatkan informasi yang penting untuk memahami kesehatan seksual dan reproduksi beserta faktor- faktor yang menyebabkan masalah ini timbul8  yang diperlukan sebagai upaya meningkatkan taraf kesehatan seksual dan reproduksi untuk membantu anak menumbuhkan sikap bertanggungjawab atas keputusan yang diambil terkait dengan perilaku seksual. Akan tetapi untuk  menerapkan  hak  anak  tersebut  masih  terdapat  kendala  karena   masih  banyak masyarakat yang menganggap tabu dengan alasan pendidikan tersebut memberikan pelajaran berhubungan seksual. bahkan untuk menyebut organ reproduksi (seperti penis dan vagina) para orangtua dan guru masih enggan.9   Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggungjawab untuk memberikan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi kepada anak,10  akan tetapi kebanyakan tidak memahami kewajiban dan tanggungjawabnya sehingga hal tersebut tidak atau jarang sekali dilakukan dengan anggapan anak akan mengetahui secara alamiah setelah mereka dewasa. Pandangan yang keliru ini akan menyebabkan anak tumbuh tanpa informasi yang tepat sehingga anak tidak mengetahui pengetahuan dasar tentang tubuhnya dan menjaga tubuhnya dari segala bentuk kekerasan seksual. Ketidaktahuan tersebut akan berdampak pada ketidakmampuannya untuk menjalankan relasi dengan temannya/pacarnya, memahami perubahan-perubahan yang berkaitan dengan tubuhnya sendiri, bahkan terhadap perbuatan- perbuatan yang berpotensi pada terjadinya kekerasan seksual.11
Latar Belakang







6 Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogakarta, 2017, Hak Reproduksi dan
Seksual,  http://pkbi-diy.info/ (​http:​/​​/​pkbi-diy.info​/​​)?page_id=3495 diakses tanggal 17-12-2017 pukul 20.36 WIB.
7  Pasal 5 (c) menyebutkan anak Indonesia   memiliki hak untuk “mendapatkan informasi, perlindungan, dan
bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama”
8 Agustin Setio,  2018, Mengapa Pendidikan seks Penting untuk Anak dan Remaja,  www.kompasiana.com (​http:​/​​/​www.kompasiana.com​), 29-
11-2016, diakses tanggal 19-01-2018 Pukul 21.26 WIB.
9  Sri Wahyuni, 2016, Perilaku Pelecehan Seksual Dan Pencegahan Secara Dini Terhadap Anak, Raudhah, . IV(2), h. 216.
10 La Ode Anhusadar & Rusni , 2016, Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Shautut Tarbiyah, edisi ke
35 Th. XXII, h..51-68.
11 Wesley G. Jennings, Chidike Okeem, Alex R. Piquero, Christine S. Sellers, Delphine Theobald, David P. Farrington, 2017, Dating and Intimate Partner Violence Among Young Persons Ages 15–30: Evidence From A Systematic Review, Aggression and Violent Behavior, doi:10.1016/j.avb.2017.01.007

Akan tetapi bayi yang baru saja dilahirkan justru dibunuh.12  Kasus tersebut hanyalah salah satu   contoh   akibat   ketiadaan   pendidikan   kesehatan   seksual   dan   reproduksi   yang menyebabkan siswi melakukan hubungan seksual pada masa pacaran tanpa menyadari resiko- resikonya di kemudian hari.13 Pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi diharapkan dapat memberikan kesadaran  mengenai  kesetaraan  gender antara laki-laki dan perempuan  agar tidak mengalami berbagai jenis kekerasan seksual; materi tersebut diharapkan dapat membekali perempuan, sebagai pihak yang sering ditempatkan pada posisi subordinat karena tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk menolak hubungan seksual yang belum saatnya dilakukan karena yang bersangkutan masih sekolah.14  Pendidikan seksualitas adalah mengedukasi dan melatih anak untuk membangun nilai dan kemampuan berelasi baik sesama jenis maupun lawan jenis. Hasil dari pembelajaran mengenai pendidikan seksualitas adalah memampukan anak dalam membuat keputusan yang bertanggungjawab agar menjadi pribadi yang  sehat  secara  seks  dalam  arti  menekankan  kebebasan  individu  untuk  menjalani kehidupan seksualnya namun tetap menghindari perilaku seksual berisiko.15
Hak informasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi merupakan hak siswa dan siswi di sekolah namun tampaknya tidak semua sekolah telah memberikan hal ini. Apabila ada sekolah yang telah memberikan maka tidak secara berkelanjutan yang disebabkan beebrapa  faktor  seperti  ketidaksiapan  guru  terhadap  materi  dan  cara  penyampaian,16
Pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi memiliki tujuan utama untuk memberikan informasi kepada remaja untuk memberdayakan mereka dalam membangun nilai dan keterampilan  berelasi  yang  memampukan  mereka membuat  keputusan  yang  bertanggung jawab  untuk  menjadi  orang  dewasa  yang  sehat  secara  seksual.17   Untuk  mewujudkan
pendidikan ini maka pemerintah daerah dan masyarakat memiliki andil dalam pemberian

12 Arif Syaefudin, 2018, Miris! Siswi SMA Diduga Bunuh Bayinya yang Dilahirkan di Sekolah, detik news https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4173819/miris-siswi-sma-diduga-bunuh-bayinya-yang-dilahirkan- di-sekolah; Suara Merdeka, 2018, Siswi di Rembang Ketahuan Melahirkan Bayi di Toilet Sekolah, https://www.liputan6.com/regional/read/3623777/siswi-di-rembang-ketahuan-melahirkan-bayi-di-toilet-sekola (​http:​/​​/​www.liputan6.com​/​regional​/​read​/​3623777​/​siswi-di-rembang-ketahuan-melahirkan-bayi-di-toilet-sekolah​)h.
13 Wesley G. Jennings, Chidike Okeem, Alex R. Piquero, Christine S. Sellers, Delphine Theobald, David P. Farrington, 2017, Dating and Intimate Partner Violence Among Young Persons Ages 15–30: Evidence From A Systematic Review, Aggression and Violent Behavior, doi:10.1016/j.avb.2017.01.007
14 Ibid.
15 Lily Turangan, Perilaku Seks Tak Aman Berisiko Tinggi HIV/AIDS”, www.kompas.com (​http:​/​​/​www.kompas.com​), 1-12-2016, diakses
Tanggal 27-01-2018 Pukul 17.16 WIB.
16  Anastasia Anita Carolina Hadi, 2018, Hak Siswa Atas Informasi Pendidikan Seksualitas Dan Kesehatan
Reproduksi Ditinjau Dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
(Studi Kasus SMAN 15 Semarang), Skripsi, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata.
17  Patrick Donovan, 1998, School-Based Sexuality Education: The Issues and Challenges. Family Planning
Perspectives 30(4), h.188-19; Lihat juga Diana Teresa Pakasi dan Reni Kartikawati, 2013, “Antara Kebutuhan dan Tabu: Pendidikan Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja di SMA”, Pusat Kajian Gender dan Seksualitas, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas Indonesia, Depok, hal 80.

informasi dan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi khususnya bagi generasi muda karena  mereka  memiliki  hak  untuk  “mendapatkan  informasi,  perlindungan,  dan  bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama” seperti tertulis di Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan.18

Hak anak atas informasi terkait dengan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi merupakan hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah dan masyrakat. Oleh karena itu, untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak anak atas pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya dan terlindunginya hak-hak anak dari tindak kekerasan seksual maka tulisan ini bertujuan untuk memaparkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan hak informasi anak atas persoalan tersebut di SMAN 15 Semarang.
Perumusan masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana pelaksanaan hak siswa atas informasi pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi? Kedua, apakah faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan hak siswa atas informasi pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi?
Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di SMAN 15 Semarang. Pemilihan sekolah karena SMAN 15 telah melakukan kerjasama dengan PILAR PKBI sejak tahun 2016 dalam pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi.   Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara kepada: a) Pusat Informasi
& Layanan Remaja (PILAR) dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), b) Kepala Sekolah dan Guru BK, serta c) Sembilan (9) siswa SMA N 15 Semarang, Jawa Tengah. Selain itu juga dilakukan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada
60  siswa  kelas  X,  XI,  dan  XII.  Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  melalui  studi







18 Lihat juga Pasal  dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi tentang tujuan dari pelayanan  kesehatan seksual dan reproduksi remaja, yang diantaranya: mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap Kesehatan Reproduksi; dan mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab.

dengan  kekerasan  seksual  dan  hak  informasi  atas  pendidikan  kesehatan  reproduksi  dan seksualitas. Analisis terhadap data yang diperoleh bersifat deskriptif kualitatif.
Hasil Penelitian dan Pembahasan

1.    Pelaksanaan Hak atas Informasi Kesehatan Seksual dan  Reproduksi

Pendidikan  kesehatan  seksual  dan  reproduksi  kepada siswa-siswi  SMAN  15

Semarang dilakukan atas dasar kerjasama oleh PILAR PKBI yang telah terjalin sejak tahun 2016 hingga 2018 (pada waktu penelitian ini dilakukan). Pendidikan kesehatan seksual  dan  reproduksi  di  SMAN  15  merupakan  salah  satu  program  sekolah  dan termasuk ke dalam layanan yang dilakukan oleh Bimbingan Konseling (BK).
Latar belakang pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi dijadikan sebagai program sekolah adalah memperhatikan perilaku siswa di era gobal yang masif tentang teknologi IT sehingga memunculkan kencenderungan untuk mengakses segala informasi, dan apabila tidak ada pembekalan dari sekolah khususnya mengenai kesehatan seksual dan reproduksi maka dikuatirkan akan timbul perilaku tidak sehat dan mengarah ke pergaulan bebas19.
Intensitas pemberian materi dalam satu (1) minggu hanya dilakukan satu (1) kali

selama  satu  (1)  jam  di  mata  pelajaran  bimbingan  konseling  dan  pemberian  materi tersebut antar satu kelas dengan kelas yang lain tidak dibedakan. Materi-materi yang diberikan oleh PILAR PKBI terkait sistem reproduksi, hak kesehatan reproduksi remaja, cara bergaul  yang sehat, seks bebas dan kehamilan tidak diinginkan  (KTD). Semua materi-materi ini dapat ditemukan di dalam buku panduan PILAR PKBI dengan judul Dance For Life.
Pihak PKBI secara berkala melakukan pemantauan dan memberikan pendampingan karena pihak sekolah mengalami keterbatasan mengenai penguasaan materi dan cara penyampaiannya kepada siswa-siswi sebagaimana yang disampaikan oleh guru di sekolah tersebut:






19  Hasil wawancara dengan kepala sekolah SMA 15 Bapak Soleh Amin, S.Pd., M.Pd, pada tanggal 5-03-2018
Pukul 08.54 WIB.
20 Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Adhi A, S.Pd, Ibid.

Bila pihak sekolah, baik dari guru BK dan kepala sekolah mengatakan bahwa telah mengadakan pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, maka penulis menyelaraskan dengan tanggapan siswa. Sebanyak 60 siswa yang diberi kuesioner telah memberikan pendapatnya mengenai materi pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, keberlanjutan pendidikan, manfaat yang didapatkan, perlu tidaknya pendidikan diberikan ke siswa dan siswi, pandangan tabu dan tidaknya membahas pendidikan seksual dan reproduksi. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:


a. Materi Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Pihak sekolah menyatakan bahwa pemberian pengetahuan tentang reproduksi telah dilakukan melalui mata pelajaran biologi dan juga dilakukan oleh guru BK melalui mata pelajaran bimbingan konseling. Akan tetapi terdapat perbedaan materi- materi tersebut. Materi yang diberikan oleh pihak-pihak selain PILAR PKBI dinilai masih   melihat   dari   aspek   biologis   karena   banyak   membahas   tentang   sistem reproduksi, organ reproduksi, fungsi organ reproduksi,  gejala pubertas.  Hal ini dapat ditunjukan dengan tabel dibawah ini.
Tabel 1. Perbedaan Materi Seksualitas yang Termuat dalam Pembelajaran Biologi dan
Pendidikan Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi

No	Pelajaran biologi dan BK	Materi kesehatan seksual dan reproduksi
1	Condong  pada  pengenalan  danfungsi   organ-organ   reproduksi manusia	selain   mengenalkan   fungsi   dan   organ-organreproduksi manusia, juga membahas lebih dalam lagi mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi. contoh: orientasi seksual.
2	Materi        tidak        mencakupmengenai      perilaku      seksual beresiko.	Pendidikan   seksual   dan   kesehatan   reproduksimembahas mengenai perilaku seksual beresiko
3	Tidak     membahas     mengenaimasalah-masalah       seksualitas serta faktor-faktor penyebabnya.	Adanya pembahasan mengenai masalah-masalahseksualitas serta faktor-faktor yang menyebabkan masalah ini timbul
Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Dwi Yunanto, 22 januari 2018


b.   Keberlanjutan Pendidikan Seksual dan Kesehatan Reproduksi di Sekolah.

Pihak sekolah melalui guru BK menyatakan bahwa sekolah telah memberikan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi kepada siswa, akan tetapi terdapat perbedaan pendapat antara para siswa X, XI dengan siswa XII mengenai penyelenggaraannya. Berikut pendapat mereka:
























Sumber : Data kuisioner terolah, 5-4-2018

Berdasarkan diagram di atas, Kelas X banyak menilai sekolah belum memberikan pendidikan ini, namun tidak sedikit pula siswa yang menilai bahwa telah mendapatkan pendidikan dari PILAR PKBI sejak Semester I Kelas X. Kelas XI lebih banyak menilai pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi telah diberikan sejak kelas X, sementara Kelas XII menilai sekolah belum mengadakan pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi secara berkelanjutan. Hal ini terjadi karena pendidikan tersebut diselenggarakan di awal tahun pertama bagi siswa kelas X, tetapi tidak berlanjut untuk siswa kelas XI dan XII. Hal ini nampak pada diagram berikut ini.




Sumber : Data kuisioner terolah, 5-4-2018

Diagram di atas menunjukan penilaian siswa terhadap pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi  yang belum dijalankan  secara berkelanjutan oleh sekolah. Selain keberlanjutan pendidikan yang belum terlaksana, salah satu siswi RZ, berpendapat sekolah kurang memberikan fasilitas atau wadah dalam pemenuhan hak siswa atas informasi pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi. Pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi hanya bisa didapat dari pelajaran BK yang berlangsung selama 1 jam.
c. Manfaat Pendidikan Kesehatan Seksual dan Repoduksi

Keberhasilan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi akan berhasil jika ada keberlanjutan dan tidak berhenti di semester pertama dan hanya diberikan kepada siswa kelas X. Pendidikan yang berkelanjutan diyakini akan berdampak pada perubahan pola pikir anak terhadap anggapan tabu dan tidak tabu untuk topik ini serta tentunya memberikan manfaat bagi siswa.
Sebagian siswa dan siswi merasa bahwa pendidikan ini layak untuk diberikan di SMA dan hal tersebut bukanlah masalah yang tabu untuk dibicarakan.






10                                                                              diperbincangkan

8		tidak tabu untuk diperbincangkan
6                                                                              antara tabu dan





Kelas X       Kelas XI      Kelas XII


Sumber: Data kuisioner terolah, 5-4-2018

Selain merasa tidak tabu untuk membicarakan kesehatan seksual dan reproduksi, para siswa  dan siswa ini justru mendapatkan banyak manfaat dengan adanya pendidikan tersebut. Manfaat-manfaat yang dirasakan oleh para siswa dan siswi adalah sebagai berikut:

Tabel  2.  Manfaat  dari  pendidikan  seksualitas  dam  kesehatan  reproduksi  yang diberikan secara berkelanjutan
No	Manfaat	Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
1	Siswa lebih menjaga diri dan menjagakesehatan reproduksi	6	6	6
2	Tidak terjadi seks bebas	1	1	1
3	Siswa menjadi paham tentang seksualitasdan kesehatan reproduksi	1	4	3
4	lebih mengerti mana yang seharusnyadilakukan dan tidak	1		2
5	Mendapat informasi dan pengetahuan	11	3	5
6	Mengetahui cara mencegah penyakitReproduksi		5	2
7	Mengetahui tentang penyakit seksualitas, bahaya seks bebas, cara merawat organ reproduksi		4	2
Sumber: Data kuisioner terolah, 5-4-2018

Bagi sebagian besar siswa dan siswi pendidikan seksual dan reproduksi sangat perlu diadakan di sekolah sebagai bentuk pelaksanaan hak siswa atas  informasi pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi.
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Kelas X         kelas XI I        Kelas XI I

Sumber : Data kuisioner terolah, 5-4-2018

Hasil wawancara secara mendalam yang telah dilakukan terhadap sembilan (9)  orang  siswa-siswi21   menunjukan,  ternyata  mereka  paham  akan  hak  mereka terkait akses informasi pendidikan sekualitas dan kesehatan reproduksi. Seperti hasil




21  Hasil wawancara dengan siswa-siswi FD,KZ,KN,HD,AD dilakukan pada tanggal 01-03-2018 Pukul 11.30-
13.00 WIB dan RZ,TK,OL,WA dilakukan pada tanggal 03-04-2018 Pukul 10-30-11.35 WIB.

juga penting buat kita”, kemudian HD siswa kelas XI yang mengatakan “remaja sangat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi”.22
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa para siswa dan siswi sebenarnya sudah siap menerima pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi. hal ini menepis anggapan dan nilai yang menyatakan bahwa para siswa dan siswi (atau remaja) tidak bisa aktif secara seksual sebelum pernikahan berdampak pada kekhawatiran legislator dan orangtua akan munculnya diskusi-diskusi dengan topik tentang seks atau penjelasan mengenai alat kontrasepsi karena dinilai berdampak pada timbulnya perilaku immoral.23 Akibat dari anggapan dan nilai yang kurang tepat diterapkan ini, membuat pengetahuan tentang seksualitas dan masalah mengenai kesehatan reproduksi bagi remaja sangat dangkal.24
2.	Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan hak siswa atas informasi kesehatan seksual dan reproduksi
Uraian di atas menunjukkan bahwa para siswa dan siswi siap untuk menerima segala informasi yang terkait dengan materi dalam pendidikan kesehatan seksual dan reprodukstif. Akan tetapi di sisi lain, pihak sekolah dan para guru, khususnya guru Bimbingan Konseling, yang nampaknya belum siap sepenuhnya untuk menyelenggarakannya. Adapun factor-faktor yang menjadi penghambatnya adalah sebagai berikut:
a.    Materi

Sebagian  besar  pelaksanaan  pendidikan  kesehatan  seksual  dan  reproduksi yang disampaikan oleh guru BK masih menitikberatkan pada aspek biologis seperti pengenalan  organ  reproduksi.  Materi  yang diberikan  oleh  PILAR  PKBI sudah cukup lengkap tetapi belum secara khusus mengenalkan para siswa mengenai hak- hak anak, kekerasan seksual dan akibat-akibat kekerasan seksual dari  berbagai







22 Hasil wawancara dengan FD siswa kelas X, HD siswa kelas XI dan AD siswa Kelas XII pada tanggal  01-03-
2018 Pukul 11-30-13.00 WIB.
23  Andi Mishabul Pratiwi, 2017, Ninuk Widyantoro: Pentingnya Pendidikan dan Pemenuhan HKSR, Jurnal
Perempuan 22(2), h.141-154.
24  Soemardi (ed), 2005, Perlu Kita Ketahui Kesehatan Reproduksi Remaja Telaah Kritis Realistis, Cetakan
Pertama, Kudus: Program Studi Psikologi Universitas Muria Kudus,h. 39.

diberikan juga belum memperhatikan aspek mengenai relasi gender dan hak remaja dalam kesehatan reproduksi dan seksual remaja25.
b.    Pendidikan hanya bisa didapat dalam pelajaran BK.

Pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, menurut siswa hanya bisa didapat dari pelajaran BK. Intensitas pembelajaran sendiri dalam satu (1) minggu hanya satu (1) kali selama satu (1) jam. Selain minimnya jam pembelajaran, penyampaian materi dinilai tidak utuh. Materi mengenai pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi masih tercampur dengan materi lain —sebagai akibatnya materi tidak tersampaikan dengan baik karena pemberian pelajaran tidak terfokus. Di kelas XII, pemberian pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi menjadi lebih jarang dilakukan atau dapat dikatakan tidak pernah karena pembelajaran BK untuk kelas XII lebih banyak membicarakan persiapan siswa dan siswi menghadapi ujian akhir, mempersiapkan dunia perkuliahan dan pemilihan universitas. Hal ini menunjukan pelajaran yang memiliki andil besar dalam memberikan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi pun belum dioptimalkan secara maksimal. Jam pelajaran masih terbilang minim dan materi masih tercampur sehingga berdampak pada pelajaran yang tidak terfokus. Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar siswa dan siswi berpendapat dan menilai bahwa   sekolah belum mengadakan pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi.
Selain itu, kerjasama dengan PILAR dari PKBI Provinsi Jawa Tengah  baru terjadi di sekitar tahun 2016 atau dapat dikatakan 2 tahun terakhir sehingga pendidikan tersebut belum menyentuh siswa kelas XII yang termasuk dalam angkatan 2015/2016, namun sudah terlaksana di kelas XI dan XII. Maka berdasar hasil penelitian ini diketahui pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi di sekolah belum diterima oleh semua siswa dan belum tersebar secara merata ke setiap kelas dikarenakan kerjasama yang terbilang masih baru. Tidak didapatnya pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi oleh siswa dan siswi kelas XII menunjukkan bahwa pihak sekolah belum pernah menyelenggarakan pendidikan





25  Patrick Donovan, 1998, School-Based Sexuality Education: The Issues and Challenges. Family Planning Perspectives 30(4), h.188-193; lihat juga Diana Teresa Pakasi dan Reni Kartikawati, 2013, “Antara Kebutuhan dan Tabu: Pendidikan Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja di SMA”, Pusat Kajian Gender dan Seksualitas, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas Indonesia, Depok, h.79.

c.    Pendidikan tidak diberikan secara berkelanjutan.

Pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi yang diberikan sekolah perlu mempertimbangkan: pemberian materi yang runut agar siswa menjadi paham sejak dini sehingga siswa dapat melakukan proteksi26.
Pola pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi di atas, berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh SMAN 15. Pemberian materi yang runut adalah kunci dari proteksi diri, dan hal ini belum ditemukan dalam pemberian pendidikan di SMAN 15.  Hasil penelitian menunjukan empat puluh satu (41) siswa dari enam puluh (60) siswa menilai pendidikan tidak diberikan secara berkelanjutan (lihat diagram 2 hal 50). Pendidikan rata-rata di berikan saat kelas X dan terhenti di kelas XI, sedang kelas XII banyak siswa yang menilai belum mendapatkan pendidikan. Kenyataan ini menunjukan pemberian pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi hanya aktif diberikan di awal siswa masuk sekolah (kelas X). Selain itu nilai keberlanjutan dari pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi belum terlaksana.
d.	Pendidikan   seks   dianggap   tabu   untuk   diberikan   dilingkup   sekolah   dan ketidaksiapan guru.
Berdasarkan sudut pandang guru, khususnya guru BK, kesulitan saat memberikan pendidikan biasanya datang dari siswa karena siswa masih merasa malu dan enggan membicarakan masalah seksualitas dan kesehatan reproduksi. Seperti penuturan Bapak Adhi selaku guru BK kelas X dibawah ini:
Kadang  ada  yang  malu-malu,  yawes  rak  tekon.  Pak  kok  bahasnya kayak gini to pak? Mereka menganggapnya masih tabu. Penyampaiaan, kata-kata yang mungkin mereka anggap tabu, seperti payudara, vagina bahasa-bahasa itu kan, ditelinga mereka kok saru to pak?, nah seperti itu. Cara penyampaian. Akhirnya kita butuh bantuan PKBI untuk menyampaikan27.


Pernyataan tentang “cara penyampaian dan membutuhkan bantuan PKBI
untuk    menyampaikan”    sebenarnya    secara    tidak    langsung    menunjukkan ketidaksiapan guru dalam penguasaan materi, cara penyampaian materi dan cara


26 Sri Handayani dkk, 2009, “Efektivitas Metode Diskusi Kelompok Dengan Dan Tanpa Fasilitator Pada Peningkatan Pengetahuan, Sikap Dan Motivasi Remaja Tentang Perilaku Seks Pranikah”, Berita Kedokteran Masyarakat 25(3), h.134.
27 Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Adhi A, S.Pd, pada tanggal 1 Maret 2018.

menanggapi pertanyaan siswa dan siswinya. Kata payudara dan vagina seyogyanya dapat dijelaskan seorang guru tanpa perlu mendatangkan team PKBI. Dari pernyataan ini terlihat tidak adanya kesiapan guru karena untuk pertanyaan yang sederhana saja para guru tidak mampu memberikan penjelasan  maka hal ini akan membawa pengaruh pada persoalan-persoalan lain yang terkait dengan hak-hak anak, kekerasan seksual, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi.   Alasan pihak sekolah meminta PILAR untuk membantu dapat dimengerti karena PILAR dianggap lembaga yang memiliki kompetensi terkit dengan persoalan kesehatan seksual dn reproduksi. Akan tetapi pihak sekolah seyogyanya mulai menyiapkan sumber daya manusianya dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan agar para guru memiliki pengetahuan dan berkompeten tentang pendidikan sekualitas dan kesehatan reproduksi. Pengetahuan dan   dan sumber daya manusia para guru di sekolah saat ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak didik di sekolah dan di manapun anak-anak berada dan tinggal.
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